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LAPORAN SINGKAT KOMISI XII DPR RI 
(BIDANG:  ESDM, LINGKUNGAN HIDUP, DAN INVESTASI) 

 
Tahun Sidang : 2025 – 2026 

Masa Persidangan : III 

Rapat : Ke –15 (Lima belas) 

Jenis Rapat :    Rapat Kerja 

Dengan  : Wakil Menteri ESDM RI 

Sifat Rapat : Terbuka 

Hari, tanggal : Kamis, 29 Januari 2026  

Waktu : Pukul 13.00 WIB s.d 15.40 WIB 

Tempat : Ruang Rapat Komisi XII DPR RI Gd. Nusantara I Lantai 1 

Acara : Rencana penyesuaian wilayah pertambangan Tahun 2025 

Ketua Rapat : Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M 

  (Ketua Komisi XII DPR RI/ Fraksi Partai Golkar) 

Sekretaris Rapat : Dwiyanti, S.Sos. 

  (Kabag Set.Komisi XII DPR RI) 

Hadir  

 

: A. Pemerintah 

- Wakil Menteri ESDM RI 

- Gubernur Sulawesi Utara 

- Wakil Gubernur Sumatera Barat 

B. 33 Orang Anggota dari 45 Orang Anggota Komisi XII  

DPR RI terdiri dari: 

   33 Orang Anggota Komisi XII DPR RI hadir fisik 

12 Orang Anggota Komisi XII DPR RI izin 

 

I. PENDAHULUAN 

1. Rapat Kerja Komisi XII DPR RI pada hari Kamis, 29 Januari 2026 dibuka pukul 

13.50 WIB, dipimpin oleh Dr. Bambang Patijaya, S.E., M.M selaku                
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Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, dan rapat dinyatakan 

terbuka untuk umum. 

2. Ketua Rapat menyatakan Rapat Kerja Komisi XII DPR RI dengan agenda 

pembahasan: 

- Rencana penyesuaian wilayah pertambangan Tahun 2025 

 

II. KESIMPULAN RAPAT 

1. Komisi XII DPR RI telah menerima konsultasi Wakil Menteri ESDM RI terkait 

rencana penetapan Wilayah Pertambangan. 

2. Komisi XII DPR RI mendukung Wakil Menteri ESDM RI untuk dapat 

menindaklanjuti aspirasi dari daerah meliputi: 

• Penambahan kuota BBM industri di daerah yang memiliki WPR untuk 

kegiatan pertambangan rakyat.  

• Pengaturan pajak alat berat untuk kegiatan pertambangan diatur 

melalui Peraturan Daerah. 

• Pengaturan penggunaan dan pengelolaan sianida untuk kegiatan 

pertambangan rakyat yang kewenangannya untuk dapat diserahkan 

kepada Pemerintah Daerah. 

• Tata niaga hasil pertambangan rakyat untuk dapat diatur oleh 

Pemerintah Daerah dan BUMN yang bertanggung jawab atas proses 

tersebut 

3. Komisi XII DPR RI mendorong Menteri ESDM RI dan Pemerintah Daerah 

untuk menilai dan mengawasi cadangan mineral di WPR agar tidak terjadi 

kebocoran. 

4. Komisi XII DPR RI meminta Wakil Menteri ESDM RI untuk menyampaikan 

jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi XII DPR RI dan 

disampaikan paling lambat tanggal 5 Februari 2026. 
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III. PENUTUP 

Rapat ditutup Pukul 15.40 WIB. 

 

 Jakarta, 29 Januari 2026 

WAKIL MENTERI ESDM RI 

 

T.T.D 

 

 

Ir. YULIOT, M.M 

KETUA RAPAT, 

 

T.T.D 

 

 

Dr. BAMBANG PATIJAYA, S.E., M.M 

A-289 

 

GUBERNUR SULAWESI UTARA 

 

T.T.D 

 

 

MAYJEN TNI (PURN) YULIUS SELVANUS,S.E. 

 

WAKIL GUBERNUR  

SUMATERA BARAT 

 

T.T.D 

 

VASKO RUSEIMY, S.T. 

 


